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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 188.4/402 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
TAHUN 2024 

 

BUPATI  JAYAPURA, 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau 
Insentif Inovasi Daerah; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja inovasi dan 
penjaringan ide gagasan inovasi daerah di lingkup kerja 

Organisasi Perangkat Daerah sekaligus mendorong budaya 
kerja inovasi Aparatur Sipil Negara, maka telah 
dilaksanakan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura 

Tahun 2024 dan perlu ditetapkan Pemenang Lomba;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Bupati Jayapura tentang Penetapan Pemenang Lomba 
Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969              
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021       
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009       

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023      
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau 
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1611); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          
Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura        
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Nomor 35); 

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura 

Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura  
Tahun 2023 Nomor 7); 

20. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem 
Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 

2022 Nomor 17); 

21. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2024 yang nama inovasi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran  Keputusan ini. 

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU diberikan uang penghargaan yang banyaknya sebagai 
berikut: 

a. Juara I : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 

b. Juara II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan 

c. Juara III  : Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah). 

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024. 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal 17 Juli 2024 

Pj. BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

TRIWARNO PURNOMO               
     salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 

 THIMOTIUS TAIME, SH 

 PENATA  
 NIP 19840612 201004 1 003 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 

1. Gubernur Provinsi Papua; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 
3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura; 

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 
 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR  188.4/402 TAHUN 2024 

TANGGAL 17 JULI  2024 
 

PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 
 

NO NAMA INOVASI NAMA PERANGKAT 

DAERAH 

HASIL 

PENILAIAN 
(%) 

KETERANGAN 

1 2 3 4  

1. SITANDUK RUSA (SISTEM 

TERINTEGRASI PELAYANAN 
ADMINDUK DENGAN RUMAH 

SAKIT KABUPATEN 
JAYAPURA 

DINAS 

KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN 
JAYAPURA 

74 JUARA I 

2. SPENKEKDOKJEBOLKIA 
(STRATEGI PENINGKATAN 
KEPEMILIKAN DOKUMEN 

KEPENDUDUKAN JEMPUT 
BOLA KARTU IDENTITAS 

ANAK) 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN 
JAYAPURA 

69 JUARA II 

3. TIC ONLINE KABUPATEN 

JAYAPURA 

DINAS KOMINUKASI 

DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN 
JAYAPURA 

64 JUARA III 

 

Pj. BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

TRIWARNO PURNOMO               
     salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
 

THIMOTIUS TAIME, SH 
PENATA  

NIP 19840612 201004 1 003 

 


